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TEIITAITG

TAUBAIIAX PEIfGHASII.,AX BERDAAARXAN TEUPAT BERTUGAS

DI DAERAII TERPEIfCIL BAGI BIDAIT DAI| PBRAWAT PADA PI'SI(ESUAS
DI IOBT'PAiTEI| PARIGI UOUTOIfG

reBux zore

DENGAN RAIIUAT TUHAN YAI{G UAHA ESA

BT'PATI PARIGI UOUTOI|G,

Menimbang:bahwauntukmelaksanakanketentuanPasal39ayat(2\- dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2Ob6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

naeratr sebagaimana lehh beberapa ka-li diubah terakhir
dengan Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor.2l Tahun

2Ol L , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Tambahln Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Di

DaerJ Terpencfl Bagi Bidan Dan Perawat Pada Puskesmas

Di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016;

Mengingat l. Undang-Undang Nomor lO Tahun 20O2. tentang
p"-U.it rt"tt kabupaten Parigi Moutong..Di Provinsi's;;;;;i i;"gah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia

i"rt"" iooz "No-o. 23' Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4185);

U"?""g-U"a""g Nomor 36 Tahun 2009 . tentang

i"*rt"'r" tl-"b"t",' Negara Republik Indonesia Tahun

;;og--N;;.r 144, Timbahan l'embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5O63);

tj"'a""g-U"a""g Nomor 44 Tahun 2oO9 tentang Rumah

i"tl,- ?r..^u"rin Negara Republik- lndonesia Tahun

;il 'N;;"; 153, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5O72);

tj"?""g-U"a"ng Nomor 5 Tahun 20l4 tentang-Aparatur

;i;;f'li.;";; tLmuaran Negara Republik l,ndonesia

Tahun 2014 Nomor o, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

ii;i;;J;;!- t'to-o' 23 rahun 2or4 -tentans
Pemerintahan Daerah (Lrmbaran Negara 

- 
Republik

i"i."."i. 
- r"ft"" 2oli Nomor 244'- Tambahan

lrmbaran Negara ntpt'Utitt lndonesia Nomor 5587)

;;;;;;"t"-ielah diubah terakhir dengan undang-

u"";il;"N;;or 9 Tahun 2Ol5 (Lembgar Nesara

;:;$i?k i.,Jot""i" rart''t" 2o15 Nomor 58' rambahan

;fi;;;G!"'" Rtp"utit lndonesia Nomor 567e);

2.



Mcnetaptan :

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimarra telah bebe rapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 I
Tahun 2Oll;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 949/MENKES/
PER/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayaran
Kesehatan Terpencil Dan Sangat Terpencil;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262|PMK.O3 /2OlO
tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal
2L Bagl Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota
POLRI Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang
Menjadi Bebin e,nggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah;

lO. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran
Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2OO8 Nomor
l8 Seri D Nomor 44, Tambahan Lrmbaran Daerah
Kabupaten Parigi Moutong Nomor IOO);

TEMUTIISI(AN:

PERATT'RAI| BT'PATI TEI|TA.ITG TA.UBAIIAI|
PEI|GHASII"AI{ BERDASARI(AT TEUPAT BERTUGAS DI
DAERAII TERPEI{CIL BAGI BII'AI| DAII PERAWAT PAI)A
PUSKESUAA DI XABI'PATEN PARIGI UOUTOI|G TAHT'X
2016.

BAB I
KETEI|TUAX T'UTIM

P..al I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten parigi

Moutong.
6. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diterima pegawai Negeri

Sipil di luar pendapatan utama.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat pNS adalah pegawai

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4
tentang Aparatur Sipil Negara.

8. Bidan adalah tenaga kesehatan PNS yang bertugas memberikan pelayanan
kesehatan pada Puskesmas berdasarkan keahlian yang dimiliki.

9. Perawat adalah tenaga kesehatan pNS yang bertugas memberikan
pelayanan kesehatan pada Puskesmas berdasarkan keahlian yang dimiliki.



10. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas

adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong'
I l. Daerah Terpencil adalah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan

Bupati Nomor : 441.7.451O69o/Dinkes tentang Desa Dan Dusun Untuk
Xeiiatan pelayanan Kesehatan Di Daerah Tertinggal, Perbatasan, Dan

Keiulauan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015, yang sulit dijangkau
dan berada di wilayah kerja Puskesmas di Kabupaten'

BAA II
TATBAHAN PEI| GIIASILIIN

Pasal 2
(1) Bupati memberikan tambahan penghasilan ,kepada PNS Bidan dan PNS

Perawat yang bertugas di daerah terpencil pada Puskesmas di Kabupaten'

121 famUahan p"enghas-ilan kepada PNS diberikan dalam rangka peningkatan
' 'keseiahter""., FnS berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud

padi ayat (1).

1a) 
'nesarnya tambahan penghasilan 

. -!"4 .P.NS 
Bidan dan PNS Perawat

'-'s.bagaimana dimaksud p""d. 
"y"t 

(l) adalah sebesar Rp. 5O0.00o,00 (lima

ratus ribu ruPiah) setiaP bulan'

BAA UI
IIEWA.'IBAN PERPA"'AXAN

Paed 3
(1) PNS Bidan dan PNS Perawat yang memperoleh tambahan penghasilan
'-' 

".Lf"i-"na 
dimaksud a"r"t p"""I 2 dikCnakan pajak pelqhallan (PPh)

Pasal 2 I bersifat i-"f Vtttg dipungut .dan disetor oleh Bendahara

e."g"f"ttuo, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. O o/o (nol persen; J"rl ju-f*t bruto yang diterima PNS Bidan dan PNS

Perawat golo.tgat I dan golongan II; dan

b. 5 % (lima persen) a-i i"ttf"fr bruto yang diterima PNS Bidan dan PNS

Perawat golongan III'
(2) PPh Pasal 2l y*g aipt"'gtt oleh Bendah-ara Pengeluaran sebagaimana

dimaksud pada ayat iii *"iru disetor k: T"," 
Negara paling lambat tanggal

l0 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir'

BAB TV

UEI(AI{ISUE DAII TATA CINT PERNIfTAAT| PEUBAYARAN

Palaf 4

Prosedur dan tata cara permintaan pemlaVaan tambahan penghasilan bagi

pNS Bidan dan pNS berawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2'

berdasarkan pengajuan's"*i- it"t-inLan Pembayaml L'angsung^ {SPP-LS)

oleh Pejabat e.n^,'gg,'"'g;Ii; ;dd"i Bendahara Fengeluaran sesuai dengan

t t ttttt"tt Peraturan Perundang-undangan'

BAB V
ST'UBTR DArIA

Paral 5

Sumber dana untuk tambahan ptt'-gt'"*it"tt basi PNS Bidan dan PNS Perawat

sebasaimana aimrx"uJ JJ* p^"J 2, bersum"ber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah d;;;;" ;;ttngi o:g:P"kumen Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perang;;5;;- [oinlsxeol Dinas Kesehatan Kabupaten

i"agi ruro",o"g Tahun Anggaran 2016'



BAB VI
KETENTUAIT PETIUTT'P

Pasd 6
Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ti ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi

tong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanegal 4 

'tpril 
QtlL

BI'PATI PARIGT UOUT{)I|G,

Diundangkan di Parigi
pada tanggal ! lvrotn lok

SEI(RETARIS DAERAII
I(AAI'PATEI| PARIGI UOUNOI| G,

BERTTA DAERATI KABTTPATEN PARIGT MOUTONG TArrnN 2(,16 I{OUOR /4

EXI(A FONTOH


